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	Menimbang
	1. Dibutuhkan strategi operasional sebagai acuan teknis pelaksanaan Kerangka Dasar Desentralisasi.

2. Perlunya kesepakatan seluruh pelaku desentralisasi ASPPUK dalam operasionalisasi konsep dasar desentralisasi.




	Mengingat
	1. AD / ART ASPPUK

2. SK. KEN ASPPUK  No 06/ASPPUK/FNLB/IV/2009 tentang Kerangka Dasar Desentralisasi ASPPUK




	Memutuskan
	1. Strategi Operasional Desentralisasi ASPPUK sebagaimana tercantum dalam SK

2. Menugaskan SEN untuk melaksanakan status operasional desentralisasi ASPPUK.




Depok, 23 April 2009
Komite Eksekutif Nasional ASPPUK

	Reny A. Hidjazi
	
	Rusdiana

	
	Endang Susilowati

	


Lampiran : Surat Keputusan Komite Eksekutif Nasional (KEN) ASPPUK

Nomor : 07/ASPPUK/FNLB/IV/2009 Tentang Strategi Operasional Desentralisasi ASPPUK

Pasal 1

Sasaran Desentralisasi

Dalam proses desentralisasi, sasaran yang ingin dicapai adalah;

1. Berfungsinya ASPPUK Wilayah, dengan indikator :

a. Ada sekretariat tetap.
b. Ada staf fulltime yang mengelola sekretariat.

c. Manajemen Keuangan berfungsi dan akuntabel
d. Beroperasinya sistem informasi komunikasi secara efektif.

e. Peningkatan pengelolaan organisasi dan program di wilayah.

2. Tersusun profil ASPPUK Wilayah 

3. Terbit Akte Notaris Untuk ASPPUK Wilayah

4. Terbangun kerjasama ASPPUK Wilayah dengan Lembaga Dana.

5. Tersusun Rencana Strategis keuangan ASPPUK Wilayah

Pasal 2

Ruang Lingkup

1. Peningkatkan kapasitas ASPPUK wilayah.
2. Penguatan akses terhadap sumberdaya.
3. Menumbuhkan prakarsa dan inisiatif ASPPUK wilayah.
4. Membangun sumber pendanaan mandiri.
Pasal 3

Fasilitasi untuk Peningkatan Kapasitas

1. Set up dan peningkatan administrasi dan manajemen ASPPUK wilayah.

2. Memfasilitasi operasionalisasi sistem informasi dan komunikasi ASPPUK.

3. Mengalokasikan anggaran berdasarkan kesepakatan ASPPUK wilayah.

4. Melaksanakan / memfasilitasi training peningkatan ASPPUK wilayah

Pasal 4

Penguatan Akses Sumberdaya

1. Menyusun profil ASPPUK wilayah.

2. Mempromosikan ASPPUK wilayah kepada pihak-pihak yang memiliki komitmen, sumberdaya yang relefan.

3. Memfasilitasi terbangunya kerjasama antara ASPPUK wilayah dengan pihak yang memiliki sumber daya.

Pasal 5

Prakarsa dan Inisiatif ASPPUK Wilayah

1. Menerbitkan akte ASPPUK wilayah.

2. Memfasilitasi renstra ASPPUK wilayah.

3. Memfasilitasi kemampuan inisiasi program.

Pasal 6

Optimalisasi Sumberdaya untuk Kemandirian
1. Assesmen potensi pendanaan mandiri ASPPUK wilayah.

2. 2.Training fund rising bagi ASPPUK wilayah.
3. Memfasilitasi sied capital
Pasal 7

Kerjasama dengan Pihak Lain

1. SEN memfasilitasi kerjasama ASPPUK wilayah dengan pihak lain dalam mendukung sumberdaya kegiatan.

2. Fasilitasi SEN meliputi :

a. Promosi ASPPUK wilayah.

b. Mempertemukan ASPPUK wilayah dengan donor.

c. Monitoring pelaksanaan dengan donor.

3. Keputusan kontrak kerjasama ditentukan oleh kesediaan pihak donor & inisiatf ASPPUK wilayah untuk menindaklanjuti pertemuan dengan donor.

4. KEW & SEW bertanggung jawab untuk menindaklanjuti pertemuan dengan donor dalam bentuk :

a. Menyusun proposal.

b. Menegosiasikan proposal.

c. Menjaga nama baik dan kepercayaan donor.

Pasal 8

Jangka Waktu

1. Strategi Operasional Desentralisasi ASPPUK dalam waktu 3 tahun, dimulai sejak tahun 2009 – 2011.

Pasal 9

Tugas dan Tangguang Jawab

1. Komite Eksekutif Nasional (KEN) :

· Menyusun dan menetapkan kerangka dasar desentralisasi ASPPUK.

· Menetapkan dan mengesahkan strategi operasional desentralisasi ASPPUK.

· Melakukan monitoring dan evaluasi (pengawasan) pelaksanaan desentralisasi ASPPUK.

· Melaporkan pelaksanaan hasil monitoring & evaluasi kepada Fornas.

2. Sekretaris Eksekutif Nasional (SEN)

· Menyusun strategi operasional ASPPUK.

· Memfasilitasi pelaksanaan desentraliasi di wilayah dengan mengacu pada pasal 11 (ayat a,b,c dan d).

· Melakukan monitoring dan melaporkan pelaksanaan  desentralisasi kepada KEN. 

3. Komite Eksekutif Wilayah (KEW)

· Menyusun dan menetapkan program kerja tentang desentralisasi ASPPUK di wilayah .

· Bersama SEW melaksanakan program kerja desentralisasi di wilayah masing-masing.

· Melaporkan pelaksanaan desentralisasi di wilayah dalam forwil.

4. Sekretaris Eksekutif Wilayah (SEW)

· Bersama KEW melaksanakan program desentralisasi di wilayahnya.

· Menyusun laporan pelaksanaan desentralisasi di wilayahnya.

Pasal 10

Pembiayaan

Seluruh pembiayaan proses Desentralisasi ASPPUK dibebankan secara proporsional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pasal 9.
Pasal 11

Pengelolaan Program

1. Jika persetujuan kerjasama program atas nama seknas ASPPUK dengan pihak lain, maka control berada pada seknas.
2. Implementor program dapat dilakukan oleh ASPPUK wilayah atau Ornop anggota di wilayah tersebut yang diatur dalam surat perjanjian kerjasama antara seknas dengan wilayah atau anggota.

3. Dalam kondisi emergency, dimana ornop anggota asppuk tidak berada di lokasi program, maka asppuk wilayah atau anggota terdekat menjadi implementor yang diatur dalam kerjasama antara seknas, asppuk wilayah dan anggota. 

4. Jika persetujuan kerjasama program dengan pihak lain atas nama ASPPUK wilayah, maka control berada pada KEW, dan implementasinya dibawah tanggung jawab SEW.
5. Setiap pengelolaan program yang difasilitasi seknas, wajib memberikan kontribusi sebesar 30 persen dari hak yang diperoleh lembaga pengelola.

Pasal 12
Monitoring & Evaluasi
Monitoring dan Evaluasi dalam kerangka Desentralisasi ASPPUK dilakukan secara berjenjang, sebagai berikut:

a. Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan desentralisasi ASPPUK di 5 (lima) wilayah dilakukan oleh SEN bersama KEN.

b. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan desentralisasi ASPPUK di masing-masing wilayah dilakukan oleh KEW bersama SEN.

c. KEW berkewajiban untuk melaporkan hasil monitoring kepada SEN.

d. SEN berkewajiban untuk melaporkan hasil monitoring kepada KEN.

e. KEN berkewajiban untuk melaporkan hasil monitoringnya kepada FORNAS.  

Pasal 13
Ketentuan Lain

Hal-hal yang belum diatur akan diatur kemudian dalam ketentuan lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kerangka dasar desentralisasi ASPPUK.

Ditetapkan di

:   Wisma Hijau, Cimanggis, Depok Jawa Barat
Tanggal

:   23 April 2009 
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